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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2020/MS.Skm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah  Syar’iyah  Suka  Makmue  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  perdata  agama  pada  tingkat  pertama,  dalam  sidang  majelis  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  tempat  dan  tanggal  lahir,  Jatim,  30  Mei  1986,  umur  34 tahun,

agama  Islam,  pendidikan  SMP,  pekerjaan  Ibu  Rumah

Tangga,  alamat  Kecamatan Darul  Makmur  Kabupaten

Nagan Raya, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat,  tempat dan tanggal lahir, Jatim, 21 Agustus 1964,  umur  56 tahun,

agama  Islam,  pendidikan  SMA,  pekerjaan  Wiraswasta,

alamat Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

Saat ini  berada  di  Lapas Meulaboh,  selanjutnya disebut

Tergugat.

Mahkamah Syar'iyah tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dalam  surat  Gugatannya  tanggal  24  September

2020  telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Mahkamah  Syar'iyah  Suka  Makmue,  dengan  Nomor

164/Pdt.G/2020/MS.Skm.  tanggal  24  September  2020,   dengan  dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 10

Desember 2010, dan pernikahan tersebut telah tercatat di  Kantor Urusan
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Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan

Akta Nikah Nomor:XX/13/I/2011, tanggal 07 Januari 2011; 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai

suami istri di rumah saudara Tergugat di  Dusun Pulo Indah Gampong Pulo

Teungoh  Kecamatan Darul  Makmur  Kabupaten Nagan Raya lebih kurang

selama 5 bulan, kemudian pindah ke perumahan PT. Sofindo di Gampong

Pluasan  Kecamatan Darul  Makmur  Kabupaten Nagan Raya lebih kurang

selama  3 bulan,  kemudian  pindah  ke  perumahan  PT.  Neubok  Dalam di

Gampong Ujong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya

suami istri dan telah dikaruniai  4 (empat) orang anak masing-masing yang

bernama:

a. Anak, umur 9 tahun.

b. Anak, umur 7 tahun.

c. Anak, umur 5 tahun.

d. Anak, umur 1 tahun.

4. Bahwa  pada  mulanya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  berjalan

dengan rukun dan harmonis,  namun terhitung sejak  bulan Agustus 2019

yang lalu  keharmonisan tersebut  mulai  memudar,  antara  Penggugat  dan

Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: 

a. Tergugat sering memukul Penggugat.

b. Tergugat mencabuli anak kandung Penggugat.

5. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  tempat  tinggal  sejak  bulan

Agustus 2019 yang lalu, karena Tergugat ditangkap oleh aparat kepolisian;

6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak

ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, dan telah cukup bagi

Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat

agar  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Suka  Makmue  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai

berikut:

Primer:
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Penggugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat).

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue berpendapat lain,  mohon

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan

Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap

sebagai  kuasanya,  meskipun  menurut  relaas  panggilan  dari  Mahkamah

Syar’iyah  Suka  Makmue  Nomor  164/Pdt.G/2020/MS.Skm.  tanggal  30

September  2020  yang  dibacakan  di  muka  sidang,  Tergugat  telah  dipanggil

dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh

sesuatu alasan yang sah;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasihati  Penggugat  untuk

mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan  Tergugat,  akan  tetapi

tidak berhasil; 

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan sehingga

upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa  kemudian  dibacakan  gugatan  Penggugat  yang  isinya  ada

mengalami penambahan pada Poin 4  huruf a. Bahwa tergugat telah ditahan di

Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh dengan putusan 18 (delapan belas) tahun

6 (enam) Bulan oleh Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

a) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor:

XX/13/I/2011 tanggal 7 Juli 2011,  yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, diberi kode

P.1; 
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b) Salinan Putusan nomor xx/Pid.Sus/2019/PN-Skm, tanggal 23 September

2019  yang  ditanda  tangani  oleh  Panitera  Pengadilan  Negri  Suka

Makmue, diberi kode P.2.

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi

dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada

gugatan dan mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  segala  yang  dicatat

dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian tidak terpisahkan dari

putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  maka

berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan  Agama, sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar’iyah;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  surat  gugatan  Penggugat yang

menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Darul Makmur

Kabupaten Nagan Raya, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor

7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama, sebagaimana  yang  telah  diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009 vide  Pasal 20  ayat  (1)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975  jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres

Nomor 1 tahun 1991, gugatan  cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal

isteri/Penggugat,  maka dengan demikian  menurut  Majelis  Hakim perkara  ini

menjadi wewenang Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dipanggil

berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo  Pasal 26 ayat

(1) dan Pasal 27 Peraturan  Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan

Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah
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Syar’iyah  Suka  Makmue  dan  jarak  antara  hari  pemanggilan  dengan  hari

persidangan  tidak  kurang  dari  3  (tiga)  hari  kerja,  dengan  demikian  relaas

panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang,  bahwa ketidakhadiran  Tergugat  tersebut  dipandang  tidak

mempunyai alasan hukum yang  sah, oleh karenanya  Majelis  Hakim dapat

memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai

dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung

RI Nomor 9 Tahun 1964; 

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk menasihati  Penggugat

supaya tetap kembali  rukun membina rumah tangga dengan Tergugat,  akan

tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1)

Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-undang Nomor  3 Tahun 2006  dan perubahan kedua dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum

Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat

tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  dengan  demikian  telah  sesuai  dengan

ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  nomor  1  tahun

2016;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  upaya  damai  tidak  berhasil,  maka

pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam

sidang  tertutup  untuk  umum  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  33  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor

7  Tahun  1989 sebagaimana telah  diubah dengan Undang-undang Nomor  3

Tahun 2006  dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009;

Menimbang, pokok gugatan Penggugat adalah perkawinannya dengan

Tergugat diputuskan dengan perceraian dengan alasan rumah tangganya telah

tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat telah melakukan tindak pidana

Narkoba  dan  akibat  perbuatannya  tersebut  saat  ini  Tergugat  dipenjara  di

Lembaga Pemasyarakatan Aceh Barat dan di hukum penjara selama 18 tahun

6 bulan terhitung sejak tahun 2019;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P1 yang merupakan bukti

otentik  karena  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk  itu,  yang

kemudian  telah  bermeterai  cukup,  dinazzagel,  setelah  dicocokkan  dengan

aslinya ternyata sesuai,  sehingga Majelis Hakim menilai  bukti  surat  tersebut

sebagai  bukti  otentik  yang  berkekuatan  hukum  sempurna  dan  mengikat

(Voeledig  and  Bindende)  serta  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,

karenanya  Penggugat dan Tergugat  merupakan pihak-pihak yang berkualitas

dalam  perkara  ini,  sehingga  Penggugat mempunyai  legal  standing untuk

bercerai  dengan  Tergugat,  dengan  demikian  alat  bukti  (P.1)  tersebut  telah

memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) Foto Copy Petikan

Putusan  Nomor:  ../Pid-sus/2019/PN.Skm  tanggal  23  September  2019

Menerangkan  bahwa  Tergugat  saat  ini  sedang  menjalani  hukuman  penjara

selama 18 tahun 6 bulan, maka berdasarkan pasal 135 Kompilasi Hukum Islam

yang menerangkan bahwa gugatan perceraian karena alasan suami mendapat

hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat  sebagai

dimaksud  dalam  pasal  116  huruf  (c)  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  untuk

mendapatkan  putusan  perceraian  sebagai  bukti  Penggugat  cukup

menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai

keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai  kekuatan

hukum tetap, sehingga Penggugat tidak perlu menghadirkan saksi-saksi;-

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah

dan tidak  harmonis  serta  sulit  untuk  diperbaiki  lagi  karena Tergugat  sedang

dipenjara selama 18 tahun 6 bulan, Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana

firman Allah dalam al qur’an Surat Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang

No.1  Tahun  1974  Jo.  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam,  untuk  membentuk

keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, tidak dapat diwujudkan kembali

dan  apabila  perkawinan  tetap  dipertahankan  hanya  akan  menambah

penderitaan kedua belah pihak karena hak dan kewajiban sebagai suami isteri

tidak  bisa  lagi  terpenuhi  satu  sama  lain  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim
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berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus segera

diputuskan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Dalil Syar'i dalam

Kitab  Fiqih  Sunnah  Juz  II  halaman  248  yang  berbunyi  :  Artinya  :“Apabila

gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang

diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita

jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil

mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu

ba'in “; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pada  pertimbangan-pertimbangan

tersebut  diatas,  maka  gugatan  Penggugat  telah  cukup  bukti  dan  beralasan

hukum, berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang No.1

Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo

pasal  116  huruf  (c)  Kompilasi  Hukum  Islam  gugatan  Penggugat  dapat

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada

Penggugat ;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  perkara  dalam  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun

1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada

Penggugat

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat).

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp651.000,-(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  19  Safar  1441  Hijriah,  oleh  kami  Irham Soderi,

S.H.I,.M.H.I sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Anase Syukriza, S.H.I.

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang terbuka untuk  umum pada hari  itu  juga,  oleh  Ketua Majelis  tersebut

dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I

sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat  tanpa  hadirnya

Tergugat; 

Hakim Anggota,

Afif Waldy, S.H.I.

Ketua Majelis,

Irham Soderi, S.H.I,.M.H.I
Hakim Anggota,

Anase Syukriza, S.H.I

Panitera Pengganti,

Syahrul, S.H.I

Hal. 8 dari 9 Hal Putusan Nomor 164/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

 1.  Pendaftaran  Rp30.000,00 
  2.  Proses  Rp50.000,00 
  3.  Panggilan  Rp500.000,00 
 4.  PNBP Panggilan Rp20.000,00
 4.  Redaksi  Rp10.000,00 
  5.  Meterai  Rp6.000,00 

   Jumlah Rp416.000,00
   ( Empat ratus enam belas ribu rupiah ) 
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